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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengawali tahun 2020, seluruh belahan dunia dikabarkan adanya kasus baru yaitu
dengan mewabahnya pneumonia baru yang menyebar dengan cepat di berbagai dunia
termasuk Indonesia. Informasi kasus ini berawal dari Badan Kesehatan Dunia/World
Health Organization (WHO) yang mengumumbkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan
kabar terdapatnya kasus kluster pneumonia yang terjadi tidak jelas di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China. WHO mengumumkan pada tanggal 11 Februari 2020 nama virus
yaitu Severa Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) atau Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19), dimana terjadinya penyebaran transmisi virus ini tidak dapat
ditentukan, apakah terjadi sesama antar manusia atau melalui hewan. Peningkatan pada
jumlah kasus yang tentunya terus-menerut bertambah dengan berjalannya waktu, hingga
dikonfirmasi transmisi pneumonia terjadi secara menular dari manusia ke manusia

(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

Kasus yang terus meningkat setelah mendapatkan informasi bahwa penyebab
pneumonia ini novel coronavirus, hal ini dikarenakan terdapatnya laporan kematian yang
menyebar di luar China (dinkes.sulbarprov.go.id, 2020). WHO telah menetapkan COVID-
19 tersebut sebagai pandemi yang berskala global pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan
ini berdasarkan pada tersebarnya 118 ribu kasus yang menyebar sebanyak 114 negara.
Gejala COVID-19 ini sangat mirip dengan gejala flu disertai pneumonia (radang paru),
yang menyebabkan pasien menjadi sesak atau sulit bernafas. Hal inilah yang
mengakibatkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini (Gugus Tugas Perpecepatan

Penanganan COVID-19, 2020). Penyebaran kasus COVID-19 di dunia masih terus terjadi



hingga hari ini, bahkan mengalami lonjakan. Melalui Worldometertotal kasus COVID-19

seluruh dunia hingga 15 Desember 2020 mencapai 73.790.806 kasus.

Peningkatan kasus harian COVID-19 yang terjadi di Indonesia distribusi COVID-19
yang mengjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia dan jumlah kasus serta kematian
yang terus bertambah, hal ini dampak pada seluruh aspek masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia membuat keputusan dengan menerbitkan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga sampai waktu ini, kasus
positif baru COVID-19 khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan terus kian bertambah.
Dikonfirmasi melalui corona.sumselprov.go.id, Sumatera Selatan hingga pada tanggal 15
Desember 2020 saat ini kasus terkonfirmasi sebanyak 10.408 orang yang positif, sementara
orang yang sembuh terdapat 8.648 orang dan orang yang meninggal sebanyak 564 jiwa,
serta sampel yang diperiksa laboratorium dari Provinsi Sumatera Selatan terdapat sekitar

44.431 orang (5,19 perseribu penduduk).

Gambar 1. Jumlah Konfirmasi Positif dan Konfirmasi Baru di Provinsi Sumatera
Selatan Tanggal 1 Juni — 15 Desember 2020
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Sumber: Website Corona.sumselprov.go.id, 2020

Penyebaran penyakit COVID-19 ini memberikan banyak dampak, salah satunya pada
sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan status darurat akibat wabah penyakit COVID-
19 di Indonesia, memaksa perubahan sistem kerja khususnya pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN). Pemerintah memperhitungkan untuk tidak memberlakukan lockdown,
namun membatasi aktivitas sosial dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah
ditetapkan. Perubahan sistem kerja pegawai di tengah upaya menanggulangi COVID-19,
memerlukan akselerasi implementasi kerangka berpikir baru yg dikenal menjadi new

normal atau tatanan normal baru (beritasatu.com, 2020).

Pemerintah dalam menerapkan tatanan normal baru khususnya dalam lingkup ASN
supaya terus aktif serta aman dari penyebaran COVID-19 juga menerapkan adaptasi
kebiasaan baru. Tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) ASN pada tatanan normal baru
dilakukan menggunakan memprioritaskan aspek kesehatan & keselamatan bagi ASN,
dalam memberikan pelayanan publik dengan menggunakan cara menjalankan protokol
kesehatan dalam kegiatan keseharian. Penerapan dalam mengadaptasikan kebiasaan baru
pada masa tatanan normal baru pada lingkungan kementerian/lembaga/daerah memerlukan
penyesuaian sistem kerja pegawai, dukungan dari sumber daya manusia, dan dukungan

dari infrastruktur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (Setkab.go.id, 2020).

Memasuki masa tatanan normal baru, di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo membuat aturan spesifik terkait
sistem kerja pegawai ASN dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020
Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru.
Dengan diterbitkannya aturan sistem kerja ASN tersebut, pemerintah memastikan dalam

tupoksi kementerian, daerah maupun lembaga diharapkan berjalan dengan baik. Surat



edaran tersebut mengungkapkan tentang penyesuaian sistem kerja bagi ASN agar bisa
beradaptasi dengan baik meski terdapatnya aturan tatanan normal baru, hal ini diharapkan
supaya tetap aktif dalam penyesuaian sistem kerja dengan memperhatikan protokol

kesehatan (menpan.go.id, 2020).

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah Il merupakan lembaga yang
memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi yang termasuk dalam bagian di bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam merealisasikan tugas
dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah Il sebagai institusi yang prima dalam memberikan
pelayanan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi, pelayanan kepada kampus
maupun terhadap stakeholders, kemudian melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi, dan pengendalian dalam pengarahan
berjalannya proses pembelajaran serta melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi di

wilayahnya (I1dikti2.id, 2020).

Merumuskan suatu kebijakan publik bukan perkara yang mudah khususnya di masa
mewabahnya COVID-19 ini dikarenakan tentunya memerlukan banyak perubahan di
kehidupan kerja, khususnya pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya reformasi
birokrasi. Birokrat sebagai implementor kerap dihadapkan pada berbagai faktor yang
mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam menghadapi era
tatanan normal baru untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Perubahan tata kelola
birokrasi akibat COVID-19 tentu harus mengedepankan pelayanan publik yang optimal.
Penerapan tatanan normal baru adalah salah satu langkah bagi pemerintah dalam membuka

seluruh kegiatan serta aktivitas yang terganggu akibat COVID-109.

Perubahan tata kelola birokrasi LLDIKTI Wilayah 11 memasuki tatanan normal baru,

dilakukan dengan perubahan perspektif sistem kerja pegawai, tentunya memperhatikan



pelaksanaan transformasi dalam membuat strategi penyelenggaraan pelayanan publik
khususnya tatanan normal baru yang diterapkan. Salah satunya dengan memberlakukan
penyederhanaan tandar operasional prosedur (SOP) dan proses pelayanan terhadap
perguruan tinggi. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal, 4 Juni
2020 perihal Sistim Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Tatanan Normal Baru, LLDIKTI Wilayah Il menerbitkan Surat Edaran Standar Operasi
Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11
Dalam Tatanan Normal Baru yang diterbitkan pada 9 Juni 2020 dengan Nomor
14/LL2/KP/2020 dengan 10 poin agar dalam melakukan pelayanan terhadap perguruan

tinggi berdasarkan protokol kesehatan.

Implementasi kebijakan sistem kerja pegawai di LLDIKTI Wilayah II, dalam
menentukan kesuksesan suatu kebijakan, ada pada langkah pengimplementasian pada
lapangan yaitu di LLDIKTI Wilayah II, hal ini memberikan fakta bahwa sebuah
implementasi yang berjalan dengan baik akan memberikan hasil kinerja dari kebijakan
yang baik. Meskipun suatu kebijakan telah menjalani formulasi secara sempurna, namun
apabila implementasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan ini terbilang belum sepenuhnya
memberikan dampak untuk implementor. Oleh karena itulah, kinerja implementasi
kebijakan sistem kerja pegawai perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan merupakan suatu

langkah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai diharapkan menentukan arah
perubahan kebijakan menjadi terlaksananya kebijakan yang lebih baik dan para
implementor menjadi lebih disipilin dalam melaksanakan kebijakan. Kriswibowo, dkk

(2017) (dalam Intiah, dkk 2018:170) beropini bahwa kinerja perlu selalu dinilai secara



berkala untuk menjadi bahan masukan (input) untuk suatu kebijakan yang akan datang.
Akhir dari tujuan melalui proses evaluasi ialah menaruh masukan bagi proses kebijakan ke

depan.

Salah satu poin menarik untuk melihat kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat
dari Surat Edaran Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Il Dalam Tatanan Normal Baru, ialah peraturan
dimana pegawai LLDIKTI Wilayah Il melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan
sistem elektronik, pengisian daftar hadir melalui aplikasi absen online dengan mematuhi
jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB untuk jam masuk dan pukul 16.00 WIB untuk jam
pulang, hal ini dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yang biasanya melakukan
pengisian absen elektronik fingerprint. Landasan dasar dari peraturan tersebut berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada Pasal 12 Ayat 3 yang

menjelaskan mengenai komponen kehadiran kerja pegawai.

Gambar 2. Aplikasi Pengisian Absen Online (Pegawai LLDIKTI Wilayah I1)
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Sumber: Dokumentasi Pra Penelitian diambil di LLDIKTI Wilayah 11 Tanggal 26 Agustus
Tahun 2020

Penetapan ini juga bersamaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo yang kembali menyesuaikan jam kerja bagi
aparatur sipil negara. Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja ASN dalam tatanan
normal baru. Sistem Kkerja baru bagi ASN tersebut itu diatur dalam Surat Edaran Menteri
PANRB No. 67 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
Tatanan Normal Baru. Berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui LLDIKTI

Wilayah 11, adapun absensi kehadiran pegawai LLDIKTI Wilayah Il sebagai berikut:

Tabel 1. Absensi Kehadiran Pegawai LLDIKTI Wilayah 11 Bulan Juni-Desember

2020
No Bulan Jumlah Hadir Tepat Terlambat
Pegawai Waktu Hadir

1. Juni 53 orang 53 orang -

2. Juli 51 orang 51 orang -

3. Agustus 51 orang 32 orang 19 orang
4, September 51 orang 36 orang 15 orang
5. Oktober 51 orang 41 orang 10 orang
6. November 51 orang 39 orang 12 orang
7. Desember 51 orang 35 orang 16 orang

Sumber: Dokumen dari LLDIKTI Wilayah I1, 2021

Berdasarkan data absensi kehadiran pegawai LLDIKTI Wilayah 11 periode Bulan Juni

sampai Desember 2020, terdapat masih banyaknya pegawai yang terlambat hadir absensi




saat memasuki bulan agustus hingga bulan desember, sehingga hal ini menjadi
permasalahan karena ketidaksiplinan pegawai LLDIKTI Wilayah Il tentunya akan
mempengaruhi kinerja kebijakan implementasi sistem kerja pegawai. Surat edaran yang
diterbitkan pada 9 Juni 2020 dengan Nomor 14/LL2/KP/2020 dengan menindaklanjuti
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal, 4 Juni 2020 perihal Sistim Kerja Pegawali
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru khususnhya pada
aturan pegawai LLDIKTI Wilayah 1l melakukan rekam kehadiran sistem elektronik
diharapkan lebih efisien dan efektif untuk mengurangi pencengahan penularan COVID-19

yang sebelumnya melakukan rekam kehadiran melalui absen fingerprint.

Kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai pada kenyataannya yang terjadi
tidak sesuai yang diharapkan, para pegawai LLDIKTI Wilayah Il menjadi tidak disiplin,
misalnya, para pegawai memberikan beberapa alasan seperti memiliki anak yang masih
kecil sehingga harus mengurus rumah tangga terlebih dahulu, kemudian jarak rumah yang
jauh jaraknya dengan kantor. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara pra penelitian

pun yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Fansyuri:

“Berdasarkan evaluasi kami beberapa tahun terakhir, kami berikan waktu satu jam
sesuai surat edaran kebijakan ini ternyata tidak efektif. Karena mereka setelah diberikan
kebijakan baru, kebiasaan setiap harinya absen pagi bukan pukul 07.30 melainkan 08.30,
sekarang diberikan toleransi malah menjadikan kebiasaan. Toleransi ini diberikan apabila
kasusnya penting, tidak menjadi dasar sebagai alasan klise untuk absen 08.30. Akhirnya
kami mengambil kebijakan itulah tidak ada toleransi saat datang maupun pulang jam kerja.
Ketika pegawai memberikan alasan keterlambatan karena jarak rumah yag jauh dari
kantor, saya katakan untuk berangkat kerja lebih pagi agar tidak terlambat. Maka dari itu,
saya menyuruh mereka untuk merubah pola kebiasaan yang buruk. Jadi tidak ada alasan.
Itulah yang membuat para pegawai kalah diplomasi. Dengan alasan seperti itu, kami
melakukan evaluasi dan membuat kebijakan tersebut bahwa 07.30 harus sudah ada di
kantor. Itu yang membuat dasar kebijakan sebagai bentuk kedislipinan pegawai.
Sedangkan kami para pejabat LLDIKTI Wilayah Il dituntut untuk disiplin dalam
memberikan contoh yang baik bagi para pegawai. Maka dari itu dibuatlah aturan, tetapi,
yang jadi masalah, dikarenakan absen online, terkadang para pegawai mengabsen dari
rumah bukan ketika tiba di kantor, ketika mereka tiba di kantor biasanya pukul 09.00.



Sebelumnya kami membuat aturan absen melalui fingerprint, jadi mereka datang harus
tepat waktu, namun karna absen melalui online masih saja ada yang terlambat.”
(Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Fansyuri, Kepala Bagian Umum, Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I1, Senin, 21 Desember 2020)

Reformasi birokrasi LLDIKTI Wilayah Il diarahkan pada perubahan kondisi pola
hidup tatanan normal baru di era COVID-19, hal ini diharapkan sebuah contoh perubahan
birokrasi yg bisa menjawab tantangan yang ada. Diharapkan dengan diimplementasikannya
Surat Edaran Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai LLDIKTI Wilayah 11
Dalam Tatanan Normal Baru, dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan
pola baru khususnya pada perubahan perilaku dan budaya pegawai namun, para pegawai
LLDIKTI Wilayah 1l harus untuk disiplin khususnya dalam kehadiran kerja serta tetap
inovatif serta inovatif dalam penyesuaikan diri, sehingga dapat memaksimalkan dalam

memberikan pelayanan publik.

Kenyataan tersebut berdasarkan data tabel dan hasil wawancara menunjukkan
semenjak pandemi COVID-19, tingkat kinerja pegawai LLDIKTI Wilayah Il dalam
mengimplementasikan kebijakan sistem kerja pegawai tidak tercapai, padahal, dengan
menyederhanakan sistem kerja pegawai LLDIKTI Wilayah 11, diperlukan implementasi
pelayanan publik yang utama dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pengendalian
dan pembinaan mengingat situasi COVID-19 di masa tatanan normal baru dengan tetap
menaati protokol kesehatan. Dengan demikian, perlu diteliti bagaimana implementasi
kebijakan sistem kerja pegawai di LLDIKTI Wilayah Il. Guna mengetahui hasil kinerja
implementasi kebijakan sistem kerja pegawai di masa tatanan normal baru di LLDIKTI
Wilayah II, sehingga penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Implementasi
Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah I117.
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B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang masalah,
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem
Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah 11?7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menjelaskan
Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan
praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau pembelajaran
lebih lanjut dalam melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik lagi dalam perkembangan llmu Administrasi Publik di
Indonesia dan sebagai bahan kajian mahasiswa/i llmu Administrasi Publik
2. Manfaat Praktis

Pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan yang bermanfaat bagi LLDIKTI Wilayah 11, sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan, serta untuk melihat implementasi kebijakan sistem
kerja pegawai dalam tatanan normal baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI) Wilayah IL.
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